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	Kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan perjanjian sewa menyewa yang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering ada di kehidupan masyarakat. Kecamatan Medan Amplas, sewa menyewa tidak hanya terbatas pada barang bergerak seperti kendaraan tetapi masih banyak juga jenis bentuk sewa menyewa lainnya. Seperti sewa menyewa sepeda motor yang banyak di jumpai dimana-mana terutama di daerah perkotaan.
	Alat transformasi yang paling banyak digunakan dan digemari oleh masyarakat terkhususnya di Kecamatan Medan Amplas adalah sepeda motor. Dikarenakan sepeda motor sendiri dinilai lebih ekonomis dan lebih praktis jika ingin pergi kemanapun. Dalam kehidupan sehari-hari, sewa menyewa sepeda motor sering dilakukan baik itu kota ataupun di pedesaan. Sewa menyewa sepeda motor sendiri seringkali melalui proses perjanajian secara lisan tanpa dibuatnya kontrak secara tertulis.
	Sewa menyewa sepeda motor sendiri bisa dilakukan dengan bentuk perjanjian lisan maupun tertulis. Walaupun perjanjian tertulis dirasa lebih aman dan lebih kuat, akan tetapi perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum yang harus tetap di patuhi. Dalam konteks perjanjian sewa menyewa motor yang sering dilakukan secara lisan ini, perjanjian tersebut tetaplah mengikat secara hukum, apalagi didalam hukum ada asas yang dinamakan Pacta Sunt Servanda yang membuat perjanjian secara lisan tersebut mengikat.
	Perjanjian merupakan awal mula dari perikatan. Di dalam Bahasa Belanda ada istilah “Verbintenis” dapat dipadankan dengan istilah perikatan. “Verbintenis” berasal dari kata verbiden yang berarti mengikat. Verbintenis dengan demikian mengacu pada “ikatan” atau “hubungan”. Maka sesuai dengan pengertian hubungan hukum verbintenis. Perikatan adalah suatu kewajiban hukum. Pada pasal 1233 KUH Perdata telah ditegaskan bahwa setiap perikatan yang timbul, baik sebab peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, telah memperkenalkan secara singkat istilah “perikatan” dalam kitab undang-undang. Jelas bahwa setiap kewajiban perdata dapat muncul baik karena adanya peraturan undang-undangan yang berlaku atau akibat dari kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian.[footnoteRef:1] [1:  Desi Syamsiah, dkk, Dasar Penerapan Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian, Jurnal Volume 9, Nomor 2, Bulan dan Tahun Terbit- 2023.] 

	Jika suatu perjanjian sudah disepakati dan dilaksanakan, pasal 1338 KUH Perdata mulai berlaku. Berdasarkan kesepakatan, para pihak harus melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat sebagai penerapan asas pacta sunt servanda dengan cara kooperatif. Masing-masing pihak wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati. Konsep pacta sunt servanda diterapkan agar kedua belah pihak dapat melaksanakan prestasi dengan efektif dan mencegah kerugian. Maka para pihak menjadikan perjanjian sebagai undang-undang saat melaksanakannya. Selain kepastian hukum, gagasan pacta sunt servanda juga mengemuka.[footnoteRef:2] [2:  Ibid.] 

	Asas pacta sunt servanda juga disebut dengan asas kepastian hukum. Pacta sunt servanda ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda telah disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.[footnoteRef:3] [3:  Jabalnur, dkk, Perjanjian Dibawah Tangan Ditinjau Dari Asas Pacta Sunt Servanda, Jurnal, Halu Oleo Legal Research, volume 6, Issue, 2 Agustus 2024, pp 247-257.] 

	Menurut Herlien Budiono, asas pacta sunt servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.[footnoteRef:4] [4:  Ibid] 

	Untuk menjadi sebuah perjanjian yang baik dalam sewa menyewa, perjanjian sewa menyewa tersebut harus merupakan sebuah kesepakatan yang sifatnya timbal balik dari pihak penyewa terhadap pihak menyewa. Lalu selanjutnya pihak yang menyewa memberikan penyerahan kepada pihak penyewa, dan pihak penyewa pun berkewajiban untuk membayarkan harga sewa yang telah ditetapkan. Setelah dilakukannya pembayaran, kemudian pihak yang menyewa ini berhak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada penyewa untuk sepenuhnya dinikmati, tapi tidak untuk dimiliki oleh pihak penyewa. Lalu nikmatnya suatu barang ini hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati diawal perjanjian dengan pembayaran yang harganya sudah di tetapkan. [footnoteRef:5] [5:  Muhammad Farhan Gayo, dkk, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021.] 

	Asas pacta sunt servanda sering dikenal dalam sebuah perjanjian, yang berada pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak itu mengatur sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang sepakat, untuk kemudian tidak dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak karena alasan tertentu yng undang-undang menyatakan cukup untuk dapat persetujuan serta harus dilaksanakan secara itikad baik, cakap hukum dan secara sah berlaku sebagai undang-undang. [footnoteRef:6] [6:  Ibid] 

	Penting untuk dilakukannya penelitian ini, karena perjanjian lisan dalam sewa menyewa sepeda motor tidak terlalu cukup mendapatkan perhatian dalam literatur hukum. Masih banyak yang meremehkan perjanjian dalam bentuk lisan dan beranggapan tidak memeiliki dampak hukum yang besar. Namun pada fakta dilapangan, kasus perselisihan banyak muncul akibat terlanggarnya perjanjian lisan dan hal tersebut memerlukan analisis yang mendalam agar bisa dipastikannya asas pacta sunt servanda dapat diterapkan dengan baik.
	Hal ini amatlah penting dikarena menyangkut kebutuhan akan kepastian hukum bagi masyarakat yang sangat sering melakukan perjanjian lisan dalam bertransaksi sehari-hari. Dengan dikajinya penerapan prinsip pacta sunt servanda pada perjajian lisan sewa menyewa sepeda motor, dapat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait peran dan batasan hukum dalam melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan.
	Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis cara penerapan pacta sunt servanda pada perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor di Kecamatan Medan Amplas. Serta ingin mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip ini. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam terkait konsep pacta sunt servanda dan perjanjian lisan serta agar bisa memberikan sulusi jika kedepannya ada pihak yang terlibat dalam perjanjian lisan agar dapat melindungi hak mereka.	
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1. Bagaimana penerapan Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian lisan sewa           menyewa sepeda motor di Kecamatan Medan Amplas?
2. Apakah perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor memenuhi syarat sah nya perjanjian berdasarkan KUHPerdata?
3. Bagaimana jika tejadi wanprestasi dari kedua belah pihak di tinjau dari asas Pacta Sunt Servanda?

[bookmark: _Toc201563363]C. Tujuan Penelitian
1.  Untuk menganalisis konsep pacta sunt servanda dan perjanjian lisan.
2. Untuk Menganalisis Penerapan Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian   Lisan Pada Sewa Menyewa Sepeda Motor
3. Untuk Menganalisis kendala yang sering muncul dalam perjanjian lisan   ditinjau dari asas pacta sunt servanda
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1. Untuk mengetahui rumusan masalah pertama (1)
2. Untuk mengetahui rumusan masalah dua (2)
3. Untuk mengetahui rumusan masalah tiga (3)
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